BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan
kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Ketenagakerjaan;

. bahwa Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020

tentang  Pendelegasian = Wewenang  Perizinan  dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Dairi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga

perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Kabupaten Dairi;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 Nomor
9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
(Lembar Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 197);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DAIRI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Dairi.

Bupati adalah Bupati Dairi

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara,
lembaga pemerintah nonkementerian dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut
DPMPTSPK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Dairi.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat
beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
Penyelenggaraan Perizinan adalah kegiatan perizinan
berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara
elektronik mulai dari tahap permohonan sampai
dengan tebitnya dokumen perizinan yang dilakukan

secara terpadu dalam satu pintu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Nonberusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada non pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Non Perizinan adalah pemberian bukti atau legalitas atas
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok
orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian
dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan
akibat bahaya.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha
untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas
bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usahanya.
Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatan usahanya.

Sistem  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya
disebut sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh
Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko.



17.

18.

19.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya
disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari
bidang/unsur kesatuan kerja perangkat daerah terkait
yang memiliki kewenangan untuk memberikan
pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi

perizinan dan nonperizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga
kualitas Perizinan, yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSPK
dalam  penyelenggaraan  Perizinan yang menjadi
kewenangannya.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong

kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian

pelayanan Perizinan yang cepat, langsung, akurat dan ramah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan berdasarkan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan
kepada kepala DPMPTSPK yang meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Perizinan Nonberusaha dan;

c. Nonperizinan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diproses melalui sistem
OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal.



(2) Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c
diproses melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah melalui aplikasi

pendukung.
Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) DPMPTSPK
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(2) Dalam penyelenggaraan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Teknis
sesuai dengan kebutuhan pelayanan Perizinan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan dan
menyiapkan rekomendasi atas penerbitan Perizinan.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang
mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan
menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam  melaksanakan kewenangannya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSPK berkewajiban
untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan;



b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
Perangkat Daerah terkait dengan Perizinan;

c. menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

d. mengoordinasikan pelaksanakan pengawasan Perizinan
yang dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSPK;

e. melaporkan pelaksanaan Perizinan secara berkala

kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dokumen Perizinan yang telah diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap

berlaku sampai habis masa berlakunya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati Dairi ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Januari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUDIANTA PINEM
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 1



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN

DAIRI
DAFTAR PERIZINAN NONBERUSAHA
NO URUSAN PERIZINAN NONBERUSAHA
I. Pendidikan |I.1 Izin Pendirian Satuan Pendidikan

- Sekolah Dasar (SD)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)

[.2 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Kanak-Kanak (TK)
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)

Kelompok Bermain (KB)
Taman Penitipan Anak (TPA)
- Satuan PAUD Sejenis (SPS)

[.3 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kelompok Belajar

- Satuan PNF sejenis

II Kesehatan II.1 Surat Izin Praktik Dokter

[1.2 Surat Izin Praktik Dokter Spesialis

[1.3 Surat Izin Praktik Dokter Gigi

[1.4 Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis

II.5 Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

I1.6 Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Keparmasian

(SIPTTK)

I1.7 Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium
Medik (SIP-ATLM)




I1.8

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

I1.9

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

II.10

Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam
Medis)

II.11

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

I1.12

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)

I1.13

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)

II.14

Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

I1.15

Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)

II.16

Surat Izin Kerja Optisien (SIKO)

I1.17

Surat Izin kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)

I1.18

Surat Izin kerja Fisiotrapis (SIKF)

I1.19

Surat Izin Praktik Fisiotrapis (SIPF)

I1.20

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
(SIPTGM)

II.21

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

III

Sosial

III.1

Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS
Asing)

I11.2

Izin Pengumpulan Sumbangan

IV.

Kearsipan

IV.1

Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup

Lingkungan
Hidup

V.1.

Persetujuan Lingkungan

VL

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan

Rakyat

VI.1

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

VIL.2

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (PKKPR)

VIL

Pendapatan
Asli Daerah

VIL. 1

Izin Reklame

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN

DAIRI
DAFTAR NONPERIZINAN
NO URUSAN NONPERIZINAN
L. Sosial [.1 Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga
Kesejahteraan Sosial
II. Kesatuan II.1 Surat Keterangan Penelitian

Bangsa dan

Politik

BUPATI DAIRI,

EDDY KELENG ATE BERUTU







